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Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman membuka Focus Group
Discussion (FGD) sebagai tahapan awal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR), di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Selasa (20/8/2024) pagi.

Kegiatan sekaligus sosialisasi Penyusunan Materi Tekhnis dan Rencana Peraturan
Kepala Daerah (Ranperkada) itu diikuti peserta dari SKPD, akademisi, asosiasi,
perusahaan dan tim penyusun/supervisi RDTR Kabupaten Banjar.

Sekda Banjar mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria atas bantuan teknis perihal penyusunan MATEK dan Ranperkada
di Kabupaten Banjar.

Dia berharap dengan adanya bantuan teknis ini mempercepat pemenuhan RDTR
serta berdampak pada meningkatnya iklim investasi di daerah.

“Kehadiran kita dalam diskusi ini merupakan upaya bersama, menunjukan
komitmen dan kepedulian dalam upaya penataan ruang yang lebih baik dan harmonis di
Kabupaten Banjar,” ungkap dia.

Sekda menambahkan, penyusunan RDTR merupakan aspek krusial dalam
mendukung investasi di suatu daerah dikarenakan beberapa alasan diantaranya RDTR

memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh investor, RDTR mendukung
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perencanaan terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek relevan seperti insfrastruktur
lingkungan dan kebutuhan sosial. Selain itu juga mempercepat proses perizinan dan
administrasi.

“Dengan adanya RDTR yang nantinya akan terintegrasi dalam sistem OSS, maka
proses perizinan pemanfaatan tata ruang akan menggunakan skema Konfirmasi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Konfirmasi KKPR) yang memiliki standar
waktu pelayanan selama satu hari kerja,” jelas dia.

Sementara itu Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Dirjen
Tata Ruang yang hadir secara daring menerangkan KPPR diberikan untuk pelaku usaha
atau non berusaha sebagai dasar pemanfaatan ruang.

Syarat wajib menerbitkan perizinan berusaha melalui konfirmasi KPPR, daerah

harus punya RDTR berbasis digital atau OSS berbasis risiko standar.

Sumber berita:
1. https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/279797/sekda-banjar-buka-

fgd-tahapan-awal-penyusunan-rdtr, 20 Agustus 2024.

2. https://www.kanalkalimantan.com/sekda-banjar-buka-fed-tahapan-awal-

penyusunan-rdtr/, 20 Agustus 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan
lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai
salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.
Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan
desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak
Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana
keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan

salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai
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pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada
masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan
bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah
tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :
1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
a. Pajak Hotel

oo

b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e

Pajak Penerangan Jalan
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Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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